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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan tidak 

semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka manusia melakukan 

transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.  

Adapun mekanisme perdagangan komando didasarkan pada 

pengaturan oleh suatu sistem sesuai perintah dari komando tertinggi ekonomi 

(pemerintah), dengan sifatnya  sistem pemaksaan  yang dapat berlangsung dalam 

masyarakat tradisional maupun modern, agar dimaksudkan untuk mengajak pada  

perubahan-perubahan yang bersifat radikal (komonis). Sedangkan dengan 

mekanisme budaya ekonomi pasar. sifatnya menggunakan sedikit unsur tradisi 

maupun komando, yang merupakan suatu sitem ekonomi yang berlaku di sebagian 

besar belahan dunia dewasa ini yang dipelopori dan dipraktikkan oleh negara-

negara maju  

Sistem pasar ini menganggap bahwa pola perilaku masyarakat 

ekonomi dikendalikan oleh pertimbangan yang rasional dalam pasar ekonomi 

barang dan jasa, faktor produksi, keuangan  berdasarkan motif kebendaan mencari 

untung atau maksimalisasi kemakmuran tetapi sekaligus kesejahteraan 

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan penbeli 

atau antara produsen dari konsumen. Pasar dapat dianggap sebagai suatu 

menunjakkan lokosi tetapi yang utama pasar secara abstak sebagai system/ ( 

Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2009:12)  
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Sedangkan berdasarkan setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak 

terbatas, dan tidak semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka 

manusia melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.  

Sedangkan sistem ekonomi komando didasarkan pada pengaturan oleh 

suatu prosedur yang sesuai perintah dari komando tertinggi ekonomi 

(pemerintah), dengan sifatnya sebagai metode pemaksaan (pressure) yang dapat 

berlangsung dalam masyarakat tradisional maupun modern, yang dimaksudkan 

untuk meyuarakan pada perubahan-perubahan yang bersifat radikal (komonis). 

Sedangkan dengan mekanisme budaya ekonomi pasar. sifatnya menggunakan 

sedikit unsur tradisi maupun komando, yang merupakan suatu sitem ekonomi 

yang berlaku di sebagian besar belahan dunia dewasa ini yang dipelopori dan 

dipraktikkan oleh negara-negara maju. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutkan berdasarkan 

1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat 

sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihhak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu.  

Sedangkan perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua 

pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut atas waktu yang telah 

disepakati. Dalam perjanjian sewa meyewa, pihak pertama sebagai penyewa 

hanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah 
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ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sewa meyewa ialah suatu perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu 

barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga 

yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan pasal 1548 

KUHPerdata). 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 

2016 “ Pasar adalah  tempat terjadi suatu transaksi pada tempat yang terdiri 

halaman/pelataran, bangunan kios dan los. Los ialah bentuk bangunan memanjang 

tanpa dilengkapi dinding yang berada dalam lingkungan pasar. Kios ialah 

bangunan yang beratap yang dipisahkan satu dengan yang lain gengan dinding 

sebagai pemisah mulai dan lantai sampai dengan langit-langit yang diperuntukkan 

untuk usaha berjualan yang terletak dalam lingkungan pasar.  

Pada umumnya pasar biasa disebut sebagai tempat bertemunya 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan.   

Secara umum pasar dikenal ada dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 

Pada dasarnya pasar tradisional merupakan pasar lokal namun seiring dengan 

kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi dan komunikasi sehingga 

menimbulkan keterkaitan antara pasar tradisional dengan pasar modern “ Pasar 

tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelolah oleh Pemerintah 

Daerah,Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta koperasi dengan usaha skala 

kecil,modal kecil, yang melalui proses jual beli barang daganggan dengan tawar 

menawar itu berupa tempat usaha yang berupa toko,kios,los,dan tenda. 
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Pasar tradisional pada umumnya kebanyakan menjual kebutuhan 

sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, kue-kue, barang elektronik serta barang-barang lain 

yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada umumnya pasar tradisional di Indonesia khususnya di Marisa 

sekarang ini walaupun mendapat perhatian dari pemerintah, namun perhatian dari 

pemerintah ini tidak dapat terealisasikan dengan baik karena banyaknya pedagang 

yang sulit diatur. Perhatian dari pemerintah itu sendiri berupa penertiban atau 

penataan yang dilakukan oleh Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan agar 

konsumen nyaman dalam berbelanja. Tidak terealisasinya upaya pemerintah ini, 

memungkinkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan 

kondisi ini, mulai dari menyewakan tempat/lokasi (Lapak) secara bebas buat para 

pedagang liar tanpa mematuhi aturan Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 

2016  tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional  yang telah dibuat 

dan disahkan, memungut biaya retribusi demi kepentingan pribadi, walaupun hal 

di atas tidak termasuk dalam wewenang Dinas Kopersi, Penindustrian dan 

Perdagangan tetapi tetap ada pedagang yang menyewa lapak yang disediakan oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab meski sudah mengetahui risikonya yang akan 

ditimbulkan nanti.  

Pedagang yang berjualan di area pasar tidak diwajibkan  untuk lapak 

,melainkan diwajib untuk membayar uang sebesar Rp.5.000,- /hari  jasa produksi 

serta para pedagang yang ingin berjualan di sekitar area pasar harus atas 

sepengetahuan kepala unit pasar dan melengkapi beberapa persyaratan yang 
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diajukan oleh pihak pasar itu sendiri. Pada praktiknya, beberapa titik lokasi yang 

berada di sekitar area pasar ada pedagang yang menyewa lahan lapak kepada 

penyedia lahan lapak agar bisa berjualan di tempat tersebut tanpa sepengetahuan 

kepala unit pasar. Padahal, setiap pedagang yang ingin melakukan kegiatan jual 

beli di pasar baik dalam lingkungan pasar itu sendiri maupun di beberapa titik 

lokasi sekitar area pasar yang masih masuk dalam kewenangan pasar tersebut.  

Lapak-lapak ini kebanyakan berukuran 1 meter persegi.Lapak-lapak 

yang disediakan ini juga kebanyakan diluar dari wewenang Dinas Kopersi, 

Penindustrian dan Perdagangan karena yang menjadi wewenang Dinas Kopersi, 

Penindustrian dan Perdagangan yaitu 100 meter dari area pasar, namun penyedia 

lahan lapak menyediakan lahan lapaknya di luar dari wilayah kewenangan Dinas 

Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan .  

Bagi para pedagang yang berjualan di luar dari kawasan pasar atau 

tempat yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Kopersi, Penindustrian dan 

Perdagangan dilarang keras untuk tetap melakukan kegiatan jual beli di tempat 

tersebut karena pedagang-pedagang ini telah menyalahi aturan yang sudah 

ditetapkan, sehingga apabila ada pedagang yang tetap berjualan di luar dari area 

pasar, maka pihak Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan akan 

melakukan penertiban dengan cara penggusuran. Hal ini   penyebab utama  

pedagang atau dalam hal ini sebagai penyewa lahan los tidak memperoleh 

perlindungan hukum dalam memperjuangkan haknya apabila sewaktu-waktu 

pihak pasar melakukan penertiban dengan cara penggusuran. Para pedagang ini 

harus menanggung risiko dan kerugiannya sendiri.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai pelaksanaan perjanjian 

sewa-menyewa lapak  pasar tradisional, maka untuk menarik benang merah dalam 

penelitian ini, penulis membuat dua rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapak antara 

pedagang dengan Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Pohuwato ?  

2.  Kendala-kendala apa saja yang di temui dalam Pelaksanaan Perjanjian 

sewa-menyewa lapak  di Pasar Marisa dan bagaimana penyelesainnya?  

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapak antara 

pedagang dengan Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Pohuwato..  

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang di temui dalam 

Pelaksanaan Perjanjian sewa-menyewa lapak di Pasar Marisa dan 

bagaimana penyelesainnya.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

             Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :  

1. Manfaat teoritis  
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a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam bidang hukum perjanjian.  

b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan 

menuangkannya dalam bentuk skripsi.  

c. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diterima selama 

perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh 

dilapangan.  

2. Manfaat Praktis.  

a. Dapat memberikan dan menambah wawasan bagi pedagang maupun 

pihak lain dalam perjanjian.  

b. Memberikan masukan pada Dinas Kopersi, Penindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pohuwato..dalam pelaksanaan perjanjian dan 

pengawasan.  

c. Memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin memakai lapak 

di Kabupaten Pohuwato . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kesadaran kepada pemerintah untuk lebih memfokuskan lagi terhadap 

penataan pasar tradisional agar konsumen dapat berbelanja dengan nyaman 



xix 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Sewa-Menyewa  

2.1.1.  Pengertian Perjanjian  

 Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian 

perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Pdt: “perjanjian atau persetujuan adalah 

suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

seorang atau lebih” (Abdul kadir Muhammad, 2000: 224) 

Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 

Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan 

sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu 

berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucap atau ditulis. 

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu perjanjian yang obligator dan 

perjanjian yang non obligator. 

- Perjanjian obligator. yaitu suatu perjanjian dimana mengharuskan 

/mewajibkan  seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. 

Perjanjian obligator ada beberapa macam, yaitu : 

1. Perjanjian sepihak, ialah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu 

pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain. Perjanjian timbal balik, ialah 
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perjanjian dimna hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi 

pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut 

suatu kontra prestasi. 

2. Perjanjian Cuma-Cuma, ialaha perjanjian dalam mana pihak yang satu 

memberikan suatau keuntungan kepada pihak lain dengan tiada 

mendapatkan nikmat dari padanya. Perjanjian atas beban, ialah perjanjian 

yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). 

3. Perjanjian konsensuil, ialah perjanjian yang mengikat sejak adanya 

kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lhir sejak 

detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian riil, ialah 

perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. 

Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat 

kedua belah pihak. Perjanjian formil, ialah perjanjian yang terkat pada 

bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. 

4. Perjanjian bernama, ialaha perjanjian khusus yang diatur dan sebutkan 

dalam KUH Pdt buku III bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD (kitab 

undang-undang hukum dagang). Perjanjian tak bernama, ialah perjanjian 

yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Pdt maupun 

KUHD.Perjanjian campuran, ialah perjanjian yang mengandung berbagai 

unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW 
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maupun dalam KUHD. Perjanjian non obligatoir, yaitu perjanjian yang 

tidak mengharuskan seseorang membayar/menyerahkan sesuatu. 

Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam, yaitu: 

 1) zakelijk overeenkomst, ialah perjanjian yang menetapkan 

dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi 

obyek perjanjian adalah hak. 

2)  bevifs overeenkomst atau procesrecbtelikjk overeenkomst, islah 

perjanjian untuk membuktikan suatu. Perjanjian ini umumnya 

ditunjukan pada hakim, tak terjadi perselisihan, suapaya 

memakai alat bukti yang menyimpang dari apa yang ditentukan 

oleh undang-undang. 

3) liberatoir overeenkomst, ialah perjanjian dimana seseorang 

membebeaskan pihak lain dari suatu kewajiban.   

  4)  vaststeiling overeenkomst, ialah perjanjian untuk mengakhiri 

keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara 

kedua belah pihak. 

2.1.2. Unsur,Asas dan syarat perjanjian 

a. Unsur-unsur perjanjian 

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur 

dalam perjanjian (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2010 :  83)  

1. Unsur esensialia;  

2. Unsur naturalia;  

3.  Unsur aksidentalia. 
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suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur : 

1) Essentialia, ialah unsur yang sangan esensi/penting dalam suatu 

perjanjian yang harus ada. 

2) Naturalia, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak 

dikesampikan oleh kedua belah pihak. 

3) Accidentalia, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh 

kedua belah pihak. 

b. Asas-asas perjanjian 

(Ahmadi Miru, 2011 : 3) Hukum perjanjian mengenal beberapa 

asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai 

tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut (Ahmadi Miru, 2011 

: 3)  

1) Asas konsensualitas, artinya dengan adanya kata sepakat antara kedua 

belah pihak, perjanjian sudah mengkat. Jadi perikatan lahir sejak detik 

tercapainya kesepaktan. Terhadap asas konsensualitas ini terhadap 

kekecualian, yakni adanya perjanjian riil misalnya: 

- Perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUH Pdt). 

- Perjanjian pinjam pakai (pasa) 1740 KUH Pdt). 

- Perjanjian pinjam pakai sampai habis (pasal 1754 KUH Pdt). 

Asas konsensualitas ini dapat kita simpulkan dari pasal 1320 

perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam pasal tersebut tidak 

disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang 

tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu  sah atau 
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mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang 

pokok dari perjanjian itu. 

2) Bentuk perjanjian bebas, artinya perjanjian tidak terikat pada bentuk 

tertentu. Jadi boleh diadakan secara tertulis, boleh dengan lisan dan 

sebagainya. Terhadap asas bentuk, boleh dengan lisan dan sebaginya. 

Terhadap asas berbentuk perjanjian bebas ini terdapat kekecualian, 

yakni  adanya perjanjian formil, misalnya: dading, pendirian PT, 

perjanjian jual beli tanah, hipotik dan sebagainya. Asas bentuk 

perjanjian bebas ini juga dapat kita simpulkan dari pasal 1320 KUH 

Pdt seperti asas konsensualitas tersebut diatas. 

3) Kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian 

yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian 

bernama, misalnya: jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Asas 

kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 

KUH Pdt yang menentukar: “semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”. Dengan 

menekankan kata “semua”, pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu 

pernyataan kepada msyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan 

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), 

dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti 

suatu undang-undang. Jadi dalam hal perjnjian, para pihak 

diperbolehkan membuat undang-undang bagi para pihak itu sendiri. 

Pasal-pasal yang ditentukan berlaku sepanjang para pihak tidak 



xxiv 
 

 
 

mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang 

diadakan. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang 

sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan 

harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Selaian itu, 

meskipun setiap orang bebas membuat perjanjian yang berupa dan 

berisi apa saja, namun isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

4) Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak. Asas ini dapat 

kita simpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Pdt seperti halnya asas 

kebebasan berkontrak tersebut di atas. Mengikat artinya masing-

masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan 

melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan 

yang betentangan dengan isi perjanjian. Isi perjanjian yang mengikat 

tersebut belaku sebagai undanag-undnag (undanag-undanag dalam arti 

konkrit) bagi mereka yang membuatnya. 

c. Syarat-syarat sahnya perjanjian 

d. Menurut pasal 1320 KUH Pdt, untuk sahnya perjanjian diperlakukan 4 

(empat) syarat, yaitu (Abdu lkadir  2000: 228) : 

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3) Suatu hal tertentu. 

4) Suatu sebab yang halal. 
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Ad. 1)  dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia 

sekta mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 

diadakan itu.  yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga 

dikehandaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan kedua belah 

pihak dalam suatu perjanjian itu harus dibicarakan secara bebas. 

Ad. 2)  kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Dalam pasal 1330 KUH Pdt disebutkan orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian , yaitu: 

a) Orang-orang yang belum dewasa. 

b) Mereka yang diatur dibawa pengampuan. 

c) Orang perempuan yang telah kawin 9dengan adanya UU 

No. 1 tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi). 

Menurut pasal 330 KUH Pdt belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak 

lebih dahulu telah kawin  (Soeroso, 2011 :12.) 

Ad. 3)  suatu hak tertentu. 

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek 

perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, 

sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat 

ditentukan kemudian. 

Ad. 4) suatu sebab yang halal 



xxvi 
 

 
 

Sebab atau causa ini yang dimaksud undang-undang adalah 

isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti 

sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang 

dimaksud 

Syarata no. 1 dan 2 yakni sepakat mereka yang mengikat 

dirinya dan kecakapan membuat suatu perjanjian disebut “syarat 

subjektif, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh orangnya (subyek hukum dalam perjanjian). 

Syarat 3 dan 4 disebut “syarat obejektif” karena syarat 

tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh obyek 

perjanjian. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi obyek 

perjanjian adalah: 

1) Barang barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 

KUH Pdt). 

2) Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya 

(pasal 1333 KUH Pdt). Tindaklah menjadi halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian 

hari dapat ditentukan atau dihitung. 

3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1334 

ayat 1 KUH Pdt), kecuali warisan yang belum terbuka 

(pasal 1334 ayat 2 KUH pdt). 

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi obyek perjanjian 

adalah: 
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1) Baranag-barang diluar perdagangan, mislanya senjata resmi yang 

dipakai negara. 

2) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, mislnya: narkotika 

3) Warisan yang belum terbuka 

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, akibat hkumnya 

adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (nietigbaar). Artinya dari 

semula tidak pernah adasuatu perikatan. Tujuan para pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut untuk melhirkan suatu perikatan 

hukum adalah gagal. Oleh kerena itu tidak ada dasar untuk saling 

menuntu di muka hakim. 

 

2.1.3. Berakhirnya Perjanjian  

Berakhirnya suatu perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan 

berakhirnya suatu perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan 

perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada perjanjian 

jual-beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi 

hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan 

barang belum terlaksana.  

Hanya jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus 

seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir. Hal tersebut merupakan 

hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. 

Sebaliknya, hapusnya suatu perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya 

perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut. 
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Misalnya, sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi [ketentuan 

Pasal 1266 KUH Perdata], maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi 

hapus.  

 Perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah 

dipenuhi), harus pula ditiadakan (Djaja S. Meliala, 2014:186). Selain itu dapat 

juga terjadi, bahwa perjanjiannya sendiri hapus atau berakhir tetapi perikatannya 

masih ada. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, perjanjian sewa-

menyewanya sudah berakhir, tetapi perikatan untuk membayar uang sewa belum 

berakhir karena belum dibayar. Walaupun pada umumnya jika perjanjian hapus 

maka perikatan pun menjadi hapus, sebaliknya jika perikatannya hapus maka 

perjanjiannya pun menjadi hapus. Suatu perjanjian dapat hapus, karena: 

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu 

tertentu;  

2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 

perjanjian. Misalnya, pada ketentuan Pasal 1066 ayat (3) KUH 

Perdata menentukan bahwa “ namun dapatlah diadakan persetujuan 

untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.” Artinya 

bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama 

waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan akan 

tetapi waktu persetujuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1066 

ayat (4) KUH Perdata dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun;  

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya, 
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jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus. Hal 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata 

tentang perjanjian perseroan/persekutuan perdata, ketentuan Pasal 

1813 KUH Perdata tentang perjanjian pemberian kuasa, dan 

ketentuan Pasal 1603 huruf j KUH Perdata tentang perjanjian kerja;  

4. Apabila salah satu ataupun kedua belah pihak menyatakan 

menghentikan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian kerja ataupun 

perjanjian sewa-menyewa;  

5.  Perjanjian hapus karena putusan hakim;  

6. Tujuan dari perjanjian tersebut telah tercapai; dan Dengan 

persetujuan para pihak yang melakukan perjanjian.  Jika dalam suatu 

perjanjian tersebut telah terpenuhi salah satu unsur dari hapusnya 

suatu perjanjian sebagaimana disebutkan diatas maka perjanjian 

tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut 

para pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing. 

  

2.2. Pengertian Sewa-Menyewa  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata menentukan bahwa 

sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu 

harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.  
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 Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian 

lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil. Artinya, ia sudah sah dan 

mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu 

barang dan harga (Subekti, 2014 39). Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang 

terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk 

dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian 

penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang 

disewa itu. Meskipun sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual namun 

oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara sewa 

tertulis dan sewa lisan, perbedaan itu dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 

1570 KUH Perdata dan Pasal 1571 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1570 KUH 

Perdata menentukan bahwa “ Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu 

berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa 

diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.” Sedangkan berdasarkan Pasal 

1571 KUH Perdata menentukan bahwa “ Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan 

maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak 

lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-

tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”  

Jika sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir 

demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis tanpa 

diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya, kalau 

sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada 
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waktu yang ditentukan melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan 

kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan yang 

harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut 

kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka anggaplah 

bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.  

2.2.1. Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa  

Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa adalah (Subekti, 2014 39):  

1. Pihak yang Menyewakan  

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang 

menyewakan barang atau benda kepada pihak lainnya untuk dinikmati 

kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan 

barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang 

yang atas dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian barang ke 

tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan di dalam sewa-menyewa yang 

diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang 

selainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang 

disewakan. Sesuai dengan judul yang saya angkat, Pihak yang 

menyewakan ialah penyedia lahan bagi pedagang kaki lima yang ingin 

berjualan di sekitar area pasar.  

2. Pihak Penyewa  

Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang 

atau benda dari pihak yang menyewakan. Dalam hal ini, para pedagang 
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kaki lima yang ingin menyewa kepada penyedia lahan agar bisa berjualan 

di sekitar area pasar.  

2.2.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Sewa-Menyewa  

 Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal balik sehingga ada 

hak dan kewajiban yang membebani para pihak yang melakukan perjanjian 

(Subekti, 2014: 42.) 

1) Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan   

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban, berdasarkan ketentuan 

Pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban tersebut, yaitu: 

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;  

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; dan  

c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang 

disewakan selama berlangsungnya persewaan.  

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang 

disewa untuk dinikmati bukan menyerahkan hak milik atas barang itu. Selanjutnya 

ia diwajibkan selama waktu sewa untuk melakukan pembetulan-pembetulan pada 

barang yang disewakan apabila perlu dilakukan, kecuali pembetulan-pembetulan 

kecil yang menjadi kewajiban si penyewa.  

Pihak yang menyewakan juga harus menanggung si penyewa terhadap semua 

cacat dari barang yang disewakan yang dapat menghalangi pemakaian barang 

tersebut walaupun sewaktu perjanjian dibuat, para pihak tidak mengetahui cacat 
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tersebut. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi si penyewa, 

maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk memberikan ganti-rugi.  

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa 

dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi 

atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya 

membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban 

tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik, seperti 

orang melempari rumahnya dengan batu. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan 

Pasal 1556 KUH Perdata yang menentukan bahwa:  

“Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap 

rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak 

ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak memajukan sesuatu hak atas 

barang yang disewa dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut 

sendiri orang itu”.  

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga 

menerima hak. Hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menyewakan, ialah:  

a. Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan 

dalam perjanjian;  

b. Menegur si penyewa apabila tidak menjalankan kewajibannya dengan 

baik.  

2) Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa  

Pihak penyewa memiliki dua kewajiban yang utama, ialah:  
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a. Memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai 

dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, 

atau jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang 

dipersangkakan berhubungan dengan keadaan;  

b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut 

perjanjian.  

Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang tuan rumah 

yang baik berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang 

kepunyaannya sendiri. Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu 

keperluan lain yang bukan tujuan pemakaiannya atau suatu keperluan sedemikian 

rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka 

pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1561 KUH Perdata. Misalnya, sebuah rumah kediaman 

dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil.  

Kalau yang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka si penyewa 

diwajibkan untuk melengkapi rumah itu dengan perabot rumah secukupnya; jika 

tidak, ia dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu, kecuali jika ia 

memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewanya. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1581 KUH Perdata. Dari ketentuan ini dapat kita lihat 

bahwa perabot rumah itu dijadikan jaminan untuk pembayaran uang sewa.  

Adapun hak yang diperoleh oleh pihak penyewa, ialah:  

a. Menerima barang yang disewa;  
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b. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya 

selama waktu sewa; dan  

c. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa apabila 

pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang 

menyewakan.  

2.3. Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Peraturan Bupati 

Pohuwato  NO. 40 Tahun 2016 

2.3.1. Pengertian, Asas, dan Tujuan Pasar Tradisional  

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 2016 pada Pasal 1 

angka 8 menentukan bahwa:  

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang 

berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang 

kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan 

melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.”  

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional 

dan penataan pasar modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas, asas-asas 

tersebut telah diatur ke dalam Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 

2016 pada Pasal 2, yakni :  

1. Kemanusiaan;  

2. Keadilan;  

3. Kesamaan kedudukan dan kemitraan;  
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4. Ketertiban dan kepastian hukum; 

5. Kelestarian lingkungan; dan  

6. Kejujuran usaha dan persaingan sehat (fairness).  

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 2016 pada 

Pasal 3 diatur tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan 

penataan pasar modern, yang bertujuan untuk :  

1. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, 

dan koperasi serta pasar tradisional;  

2. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 

serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, 

bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan 

kesejahteraannya;  

3. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di 

suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar 

tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan 

memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;  

4. Terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pasar 

modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam 

menjalankan usaha di bidang perdagangan;  

5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta 

dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional 

dan pasar modern; 
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6. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, 

menengah, koperasi serta pasar tradisional dan pasar modern dalam 

melakukan kegiatan usaha;  

7. Mendorong kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta 

pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan pelestarian 

lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha;  

8. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat 

antara pasar modern dengan pasar tradisional,usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih 

cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi 

nasional yang mantap,lancar,efisien, dan berkelanjutan. 

2.3.2 Penggolongan Pasar Tradisional  

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 2016 pada 

Pasal 4 ayat 1 diatur mengenai usaha-usaha pasar tradisional yang dapat 

digolongkan menjadi beberapa bentuk :  

1. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, 

badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup 

pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar 

lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi 

kebutuhan pokok sehari-hari;  

2. Pasar kelurahan adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan 

kelurahan atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya 

meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi 
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pasar, dengan  jenis barang yang diperdagangkan meliputi 

kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan 

pokok;  

3. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang 

ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah 

Kabupaten/Kota dengan jenis perdagangan barang-barang 

kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari 

pasar lingkungan atau kelurahan;  

4. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan 

bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, 

pasar burung, dan sejenisnya.  

Pendirian dan permodalan pasar tradisional dapat dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMD termasuk kerjasama 

dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, 

berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang 

Kota termasuk peraturan zonasinya.  

2.3.3. Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional  

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada 

di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak 

pakai lahan pasar, dalam melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan 
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pasar tradisional telah diatur Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 

2016 pada Pasal 21 ayat (5), (6), dan (7).  

Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan 

dalam aspek:  

1.  Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar 

tradisional;  

2. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan 

penggusuran yang tidak menguntungkan;  

3. Persaingan dengan pelaku usaha di pasar modern baik dalam 

aspek lokasi maupun aspek lainnya;  

4.  Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin 

keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang 

menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.  

Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan 

dalam berbagai aspek:  

1. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya;  
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2. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 

menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya;  

3. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, 

kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di 

dalamnya;  

4. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang 

ada di dalamnya;  

5. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai 

sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;  

6. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada 

Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk 

dan/atau pasar penunjang.  

Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat 

diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi 

pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, 

menjadi  kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.  

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar 

tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah Daerah 

mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor 

informal agar tidak menganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar 

tradisional. 
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2.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUH Perdata 

PERDA NO 20 TAHUN 2011 

PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2016 
 

Kendala-kendala apa saja yang di temui 

dalam Pelaksanaan Perjanjian sewa-

menyewa kios di Pasar Marisa dan 

bagaimana penyelesainnya 

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 

lapak antara pedagang dengan Dinas 

Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Pohuwato 

TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM 

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA- MENYEWA 

LAPAK  PASAR TRADISIONAL MARISA 
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2.5. Defenisi Operasional 

1. Kedudukan hukum suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap 

memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa 

di suatu pengadilan 

2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat 

usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola 

oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-

menawar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk 

menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai 

dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan 

sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul (Bambang 

Sunggono, 2003,: 29). 

Bertitik tolak pada judul yang Penulis angkat pada skripsi ini, maka 

Penulis melakukan beberapa metode penelitian yaitu :  

3.1. Lokasi Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas maka penulis melakukan penelitian di Pohuwato pada Pasar 

Marisa (Pasar Tradisional)  Adapun dasar pertimbangan penulis memilih Pasar 

Marisa sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada lokasi tersebut sebagian besar 

terdapat penyedia lapak yang kemudian disewakan kepada para pedagang yang 

ingin berjualan di sekitar lokasi tersebut.  

 

3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perjanjian sewa menyewa 

toko yang ada di Pasar Marisa. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang yang 

melaksanakan perjanjian sewa(pihak kedua)dengan pedagang lain (pihak ketiga) 

di luar perjanjian yang telah dilaksanakan antara pedagang (pihak kedua) dengaan 
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Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato  (pihak 

pertama). teknik sampel yangdi gunakan adalah porposive sampling yaitu 

pedagang yang tidak melaksanakan klausul perjanjian yang telah tertuang 

sebelumnya dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dengan Dinas 

Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato.  

 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:  

1. Jenis Data  

a.  Data Primer  

Data primer yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 

bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa di Pasar Marisa, kendala 

kendala apa saja yang di temui dan penyelesaiannya.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder, didapat melalui terhadap bahan- bahan pustaka terhadap 

bahan- bahan hukum, seperti:  

a) Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan 

pokok pembahasan, berbentuk Undang- Undang, atau peraturan 

lainnya. 

 (1)  KUHPerdata  

(2) Peraturan Bupati Pohuwato  NO. 40 Tahun 2016  terkait 

dengan Pasar Tradisional. 
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b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atau keterangan- keterangan mengenai peraturan- 

peraturan perundang- undangan, berbentuk buku- buku yang ditulis 

oleh para Sarjana Hukum, literature- literature hasil pemikiran yang 

dipublikasikan, makalah, jurnal- jurnal hokum dan lain- lain.  

c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis 

dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam 

penulisan ini, serta browsing internet yang membantu penulis untuk 

mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

2. Sumber Data  

1)  Penelitian Kepustakaan ( Library Research)  

Bersumber pada buku atau buku yang berkaitan dengan masalah 

yang dite Studi kepustakaan dilakukan dibeberapa tempat,  

2)  Penelitian Lapangan ( field research ) 

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di Pasar Marisa Kabupaten 

Pohuwato 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian 

literatur, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
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a. Teknik Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat 

kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, 

karena dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan yang sudah 

pasti akan ditanya kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan 

tersebut telah dibuatkan daftarnya. Namun tidak kemungkinan 

dilapangan akan ditanya pertanyaan- pertanyaan yang peneliti baru 

dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti. 

b. Studi Dokumen  

Dengan mempelajari buku- buku dan dokumen- dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.5. Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara yang 

dilakukan. Setiap data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian 

ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, 

kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Hasil dari kesimpulan yang merupakan data yang tersaji dalam bentuk sistematis 

tersebut dijadikan dasar yang dituangkan dalam penelitian ini 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapak antara pedagang dengan dinas 

pasar di kabupaten pohuwato. 

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang 

mengadakan adanya hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa 

menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, 

yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan 

hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, 

artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga 

dengan sebaliknya.  

Di dalam KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk 

perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, 

perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Akan 

tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari 

pihak yang menyewakan, sehinga pihak penyewa berada pada pihak yang 

lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang 

menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa. (Salim, 2003) 

Sewa menyewa, sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian 

lain pada umunya, menggunakan asas konsensual, artinya perjanjian sudah 

sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsure-unsur 
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pokok, yaitu barang/benda dan harga. (Gustiani, 2016) begitu pula yang telah 

dilakukan oleh masyarakat kabupaten pohuwato. Yang bermata pencarian 

sebagai pedagang sayur dan/atau buah di pasar marisa merupakan pusat bagi 

masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat atau pedagang 

yang ingin berdagang/berjualan dikawasan tersebut harus menyewa kios 

dengan izin dari dinas pasar kabupaten pohuwato serta harus membayar 

retribusi. Oleh sebab itu, dari hubungan hukum tersebut, maka akan muncul 

suatu perikatan berupa perjanjian sewa menyewa dalam bentuk lapak. 

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perjanjian sewa menyewa lapak 

pasar buah yang biasanya dilakukan oleh pedagang di kabupaten pohuwato 

adalah dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu antar pihak penyewa 

dengan pihak pemilik rumah untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu tentang 

kesepakatan apakah si penyewa itu jadi menyewa rumah atau tidak. Dalam 

membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dengan 

yang menyewa itu saling terlibat pembuatan sewa menyewa rumah tersebut. 

Jadi dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa disini tidak ada 

perantaranya, yaitu hanya pihak pemilik rumah dan penyewa rumah. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang sebelum melakukan 

perjanjian sewa menyewa Lapak pada pasar buah dan sayur di marisa 

kabupaten pohuwato adalah : 

1. Mengajukan surat permohonan kepada bupati pohuwato, 

2. Melengkapi data, yaitu mengenai identitas para pihak, 
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3. Melampirkan foto copy KTP, melampirkan nomor pokok wajib pajak serta 

melampirkan pajak bumi dan bangunan. 

  Seperti telah dikemukakan bahwa sumber perikatan yang 

terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak 

dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak yang tergantung dalam buku Hi kitab undang-undang hukum 

perdata (BW) sebagaimana diatur dalam pasal 1338, tetapi seperti juga 

dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berrti boleh membuat 

perjanjian secara bebas, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 

1320 kitab undang-undang hukum perdata, ada 4 (empat) syarat terpenting 

yang diperlukan yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; dan 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dengan kata lain, apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, 

maka dapat dilakukan perjanjian sewa menyewa kios terebut. Adapun 

prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapak antara pedagang 

dengan dinas pasar kabupaten pohuwato yaitu sebagai berikut : 

1. Pihak pedangan mengajukan surat permohonan untuk menjadi 

penyewa lapak pasar kabupaten pohuwato. 

2. Kepala dinas pasar pohuwato melanjutkan surat permohonan tersebut 

kepada bupati pohuwato melalui nota dinas 



l 
 

 
 

3. Bupati memberikan disposisi apakah surat permohonan tersebut 

diterima atau ditolak. 

4. Apabila suarat permohonan tersebut diterima maka pihak dinas pasar 

kabupaten pohuwato akan membuatkan surat perjanjian sewa lapak 

kabupaten pohuwato dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang 

ditandai dengan pihak pedagang membayar restribusi sewa lapak 

pasar kabupaten pohuwato. 

Setelah kedua belah pihak sepakat lalu dibuat perjanjian atau persetujuan 

yang isinya mengenai, hal-hal sebagai berikut : 

1. Ketentuan waktu sewa menyewa lapak 

Sewa menyewa yang dilakukan di pasar  buah dan sayur di 

kabupaten pohuwato mulai berlaku pada tanggal tertentu untuk 

jangka waktu tertentu adalah 1 (satu) tahun yang di hitung dari 

lamanya penandatangan perjanjian sewa-menyewa.  

2. Harga sewa lapak  

Besarnya uang sewa dibayar dengan rupiah tanpa potongan dan 

permintaan apapun dari yang menyewakan. Harga sewa lapak buah 

dan sayur sudah ada ketentuannya sendiri untuk memimalisir adanya 

oknum yang bermain haraga per meter persegi dalam per-bulannuya. 

Berikut uraian harga sewa lapak berdasarkan peraturan dareha 

(Perda) kabupaten pohuwato. 

a./Pasar kelas 1. 
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1 Kios kelas I Rp. 900,00 (sembilan ratus 

rupiah);  

2 Kios kelas II Rp. 800,00 (delapan ratus 

rupiah).  

          Sumber :  Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pohuwato   

b. Pasar Kelas II  

1 Kios kelas I Rp. 800,00 (delapan ratus 

rupiah);  

2 Kios kelas II Rp. 700,00 (tujuh ratus 

rupiah).  

 

 

         Sumber :  Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pohuwato   

 

Sedangkan harga sewa kios dipungut retribusi setiap bulan per meter 

persegi, sebagai beriku 

a. Pasar Kelas I  

1 Kios kelas I Rp. 900,00 (sembilan ratus 

rupiah);  

2 Kios kelas II Rp. 800,00 (delapan ratus 

rupiah).  
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b. Pasar Kelas II  

1 Kios kelas I Rp. 800,00 (delapan ratus 

rupiah);  

2 Kios kelas II Rp. 700,00 (tujuh ratus 

rupiah).  

 

 

        Sumber :  Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pohuwato   

 

Sruktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu 

fasilitas yang terdiri dari halaman/pelataran, los dan lapak, luas tempat dan jangka  

wanktu pemaikaian. Struktur dan besarnya tariff  ditetapkan sebagai berikut :  

NO LOKASI 

 

JENIS 

BANGUNA

N 

 

LUAS 

TEM

PAT 

 

TARIF 

RETRIBU

SI 

 

1 Pasar Daerah     

  

a. Pasar kelas 

I  

 

1,. Kios :    

- Kelas I 6 m2 s/d 

10 

m2  

 

Rp. 

350/m2/ha

ri  

 

10 m2 s/d Rp. 
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20 

m2  

 

400/m2/ha

ri  

  

 

di atas 20 

m2  

 

Rp. 450/m2/har  

 

- Kelas II 6 m2 s/d 

10 

m2  

 

Rp. 

300/m2/ha

ri  

 

10 m2 s/d 

20 

m2  

 

Rp. 

350/m2/ha

ri  

 

 

di atas 20 

m2  

 

Rp. 450/m2/har  

 

  

2. Los :  
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  - Kelas I 

 

 

 

1 m2 s/d 

3 m2  

 

Rp. 

350/m2/ha

ri  

 

3 m2 s/d 

6 m2  

 

Rp. 

400/m2/ha

ri  

 

di atas 6 

m2  

 

Rp. 450/m2/ha  

 

- Kelas II 1 m2 s/d 

3 m2  

 

Rp. 

300/m2/ha

ri  

 

3 m2 s/d 

6 m2  

 

Rp. 

350/m2/ha

ri  

 

di atas 6 

m2  

 

Rp. 450/m2/ha  

 

  3. Pelataran :     
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- Pedagang tetap  

 

1 m2 s/d 

3 m2  

Rp. 

250/m2/ha

ri  

di atas 3 

m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

Pedagang 

musiman  

 

1 m2 s/d 

3 m2  

Rp. 

350/m2/ha

ri  

di atas 3 

m2  

Rp. 

400/m2/ha

ri  

4. Lingkungan 

Pasar :  

  

- Usaha Jasa  

 

- Rp.600/org/hari  

 

1 2 3 4 5 

  1. Kios   

  

b. Pasar kelas 

II  

 

- Kelas I  

 

 

6 m2 s/d 

10 

m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

10 m2 s/d Rp. 
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20 

m2  

350/m2/ha

ri  

di atas 20 

m2  

Rp. 

400/m2/ha

ri  

 

- Kelas II  

 

 

 

 

6 m2 s/d 

10 

m2  

Rp. 

250/m2/ha

ri  

10 m2 s/d 

20 

m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

di atas 20 

m2  

Rp. 350/m2/ha  

2. Los :  

 

  

- Kelas I  

 

1 m2 s/d 

3 m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

 Rp. 

350/m2/ha

ri  

Rp. 

400/m2/ha
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ri  

-Kelas II  

 

Rp. 

250/m2/ha

ri  

3 m2 s/d 

6 m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

di atas 6 

m2  

Rp. 350/m2/ha  

3. Pelataran  

 

  

- Pedagang tetap  

 

1 m2 s/d 

3 m2  

Rp. 

250/m2/ha

ri  

di atas 3 

m2  

Rp. 

300/m2/ha

ri  

-Pedagang 

musiman  

 

1 m2 s/d 

3 m2  

Rp. 

350/m2/ha

ri  

di atas 3 

m2  

Rp. 

400/m2/ha

ri  
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4.Lingkungan 

Pasar  

 

 

 

 

Usaha Jasa  

 

- 

 

Rp. 

600/org/ha

ri  

II Pasar Tiban  

 

- - Sesuai Pasar 

daerah 

kelas II  

Sumber :  Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato   

Adanya tambahan pembayaran hanya untuk uang kebersihan yang 

diminta setiap 1 (satu) bulan sekali untuk keperluan kebersihan pasar 

buah dan sayur tersebut. Adapun pembayaran retribusi penggunaan jasa 

lapak di pasar kabupaten pohuwato telah diatur oleh peraturan daerah 

yang berbunyi. 

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis 

bangunan dan kelas pasar yang digunakan. 

2. Retribusi pelyanan pasar diukur berdasarkan tingkat pengguna 

jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) kecuali hal tertentu 

yaitu: 

a. Pada hari-hari pasaran; 

b. Pada hari prepegan; 
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c. Untuk tempat berjuaalan yang terletak pada loakasi 

strategi 

d. Untuk los daging yang dibuat secara startegi 

e. Pedagang yang berjualan diluar lingkup pasar; 

f. Apabila pedangan meninggalkan tempaat berjualan; 

g. Untuk los/pelataran bagi pedagang hewan besar dan kecil 

3. Ketentuan pembayaran sewa lapak 

Pembayaran untuk penyewa lapak harus dlunasi sekaligus, 

pembayaran tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 15 

(lima belas) hari sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi 

daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu 

surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan 

(SKRDKBT) dan STRD. 

4. Berakhirnya waktu sewa lapak 

Perjanjian sewa akan berskhir sesuai dengan tanggal yang telah 

ditentukan dalam perjanjian, jadi perjanjian tersebut akan berakhir 

bersama dengan berakhirnya sewa-menyewa itu sendiri. Hal ini 

sesuai yang termktub dalam KUH Perdata yang berbunyi: 

‘jika sewa yang dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir 

demi hukum apabila waktu yang telah ditentukan telah lampau 

tanpa diperlakukan suatu pemberhentian,’ 
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Berakhirnya waktu sewa lapak yaitu pada saat seseorang penyewa 

sudah menyatakan selesai atau tidak akan memperpanjang sewa 1 

(satu) tahun ke depan. Selain itu, sewa akan dinyatakan berakhir 

apabila ada I’tikad jahat dari seorang penyewa yang tidak mau 

membayar akan menyerahkan kembali dengan baik ddan lapak 

dalam keadaan kosong kepada pihak yang menyewakan. 

Perpanjangan sewa dilakukan sebelum perjanjian sewa menyewa 

bekahir, maka para pihak dapat memperpanjang perjanjian 

tersebut untuk 1 (satu) tahun selanjutnya. Namun, apabila 

perjanjian sewa menyewa tidak diperpanjngkan maka pihak 

penyewa baru harus melakukan balik nama atas lapak yanag akan 

menjadi objek wisata. 

5. Luas lapak yang disewa. 

Pihak yang menyewakan setuju untuk menyewakan dan 

pihak setuju untuk menyewa dari pihak yang meyewakan 

lapak dengan luas yang sudah diperpanjangkan. Luas kios 

yang akan disewakan juga disesuaikan dengan ketentuan 

harga per-meter yang sudah ditetapkan dalam peraturan. 

6. Peruntukan ruang 

Penyewa akan memakai objek yang disewakan tersebut 

semata-mata untuk dapat menempatkan lapak. 

Menurut analisis berdasrakan penelitian bahwa perjanjian yang 

dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa pasar, akan tetapi pihak yang 
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menyewakan juga tetap memperhatikan kepentingan penyewa sehingga hak dan 

kewajiban para pihak telahh menjadi seimbang dan tidak memberikan salah satu 

pihak. Oleh karena itu, maka sekarang ini banyak terjadi perjanjian sewa 

menyewa yang dibuat dalam bentuk standar agar lebih praktis danefesien serta 

mengatur perjanjian tersebut secara simbang  

. 

4.2 Kendala yang dihadapi dinas perindustrian dan perdagangan dalam 

melaksanakan perjanijan sewa menyewa lapak pasar buah dan sayur di 

kabupaten pohuwato dan solusi terhadap permaslahan tersebut 

Pelaksnaan perjanjian sewa menyewa lapak pasar dan buah di 

kabupaten  pohuwato tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya perselisihan 

antara para pihak. Kendala yang seringkali dihadapi oleh disperindag dalam 

melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yaitu adanya 

penyewa/pedagang yang sulit untuk diminta retribusi atau uang sewa. Adanya 

beberapa pedagang yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa lapak pasar. 

Itikad baik merupakan diwaktu membuat suatu perjanjian berarti 

kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada 

pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak membunyikan sesuatu yang buruk 

di kemudian hari akan menimblkan kesulitan-kesulitan. Secara sederhana yang 

dimaksud dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin 

kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian 

tersebut. 
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Subekti membedakan pengertian itikad baik ini dalam 2 (dua) 

pengertiaan, yaitu: 

1. Dalam konteks pembuatan perjanjian (formation of contrac). Itikad 

baik in diidentifikasikan sebagai kejujuran salah satu pihak dalam 

pembuatan perjanjian. 

2. Dalam konteks pelaksanaan perjanjian (performace of contract). 

Itikad baik dipahami sebagai suatu keputusan yang diartikan sebagai 

suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam 

melaksanakan apa yang telah dianjanjikan. 

Penyewa/pedagang yang tidak melakukan pembayaran sesuai yang 

tertuang dalam perjanjian disebut wanprestasi. Wansprestasi berasal dari bahasa 

belanda yang artinya prestasi buuruk. Pengertian umum mengenai wanprestasi 

atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikaatan/perjanjian antara 

pihak. Baik perikatan itu didasrkan perjanjian sesuai KUH Perdata pasal 1338 

sampai dengan pasal 1431 KUH Perdata, maupun dalam perjanjian yang 

bersumber pada uandang-undang seperti diatur dalam KUh Perdata 1352 sampai 

dengan pasal 1380. 

Pedagang di pasar buah dan sayur di kabupaten pohuwato seringkali 

terlambat dalam melakukan pembayaran retribusi yang sudah diatur ddalam 

perda. Hal tersebut tidak terlepas dari pernyataan lalai atau kelalaian. Selain itu, 

wansprestasi yang dilakukan oleh pedagang juga karena adanya unsure 
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kesengajaan tidak melakukan prstasi atas yang menjadi kewajiban. Addapun 

bentuk-bentuk wanprestasi: 

1. Tidak melakukan apa yang disenggupi akan dilaksanakannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebgaimana 

dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;dan 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Keempat bentuk wanprestasi diatas memang sringkali dilakukan oleh 

pedagnga di pasar buah dan sayur di kabupaten pohuwato. Hal yang mendasri 

pedagang/penyewa melakukan hal tersebut adalah masalah ekonomi. Mereka 

mengaku belum mendapatkan atau bahkan tidak mempunyai cukup uang untuk 

melaksanakan kewajiban. 

Berkaitan dengan adanya wanprestasi maka ada akibat dari pelakuan 

wanprestasi bagi pihak yang menyewakan (disperrindag) maupun bagi penyewa 

(pedagang) itu sendiri. Adanya wanprestasi pasti menimbulkan suatu kerugian 

bagi kreditur  (pihak yang mewajibkan). Terhadap kelalian atau kealpaan penyewa 

diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang 

diterima oleh penyewa yang lalai ada 4 (empat) macam, yaitu:  

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang menyewakan 

dengan singkat dinamakan ganti rugi; 

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian; 

3. Peralihan resiko; 
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4. Membayar biaya peara apabila sampai diperkarakan didepan 

persidangan. 

Selain itu, tidak ada lagi yang dianggap meresehkan sebagai kendala 

dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pasar buah dan sayur di kabupaten 

pohuwato. Hal mendasar sewa hanya adanya beberapa pedagang yang melakukan 

wanprestasi saja selebihnya pelaksnaan perjanjian sewa tersebut dapat berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. 

Disperindag dalam memberikan respon terhadap adanya pedagang 

yang melakukan wanprestasi yaitu dengan cara: 

1. Mengingatkan kepada pedagang untuk membayar; 

2. Mengingatkan untuk kedua kalinya dalam hal pembayaran retribusi 

yang menjadi kewajiban penyewa; 

3. Memperingtkan apabila tidak segera membayar maka akan 

dilakukan eskekusi pembatalan perjanjian; 

4. Melakukan musyawarah dengan pelaku wanprestasi untuk 

menemukan kemufakatan; 

5. Membatalkan perjanjian sewa. 

Berdasarkan  wawancara dengan salah satu pedagang yang pernah 

mengalami masalah terkait pengalihan lapak yaitu Bapak Ipin .mengatakan bahwa 

masalah tersebut di selesaikan secara musyawarah dengan melipatkan pphak-

pihak yang terkait.   

Dan hal tersebut juga di benarkan oleh pihak Dinas Kopersi, 

Penindustrian dan Perdagangan hasil wawancara peneliti dengan ibu Rosmiati SE. 
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terjadinya Pihak dari disperindag akan melakukan pembicaraan baik-baik (secara 

damai) dengann pihak penyewa yang melakukan wanprestasi untuk mencapai 

kemufakatan. 

Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  dalam 

hal ini tidak menyelesaikan perkara dengan langsung menggunakan jalur hukum. 

Pihak dari disperindag akan melakukan pembicaraan baik-baik (secara damai) 

dengann pihak penyewa yang melakukan wanprestasi untuk mencapai 

kemufakatan. Disamping itu, apabila tetap tidak ada itikad baik dari penyewa 

untuk melaksanakan kewajiban maka akan dilakukan pembatalan perjanjian. 

Dalam pelaksanaan dari perjanjian sewa menyewa seringkali terdapat 

persengketaan antara dinas dengan para pedagang yang menimbulkan sengketa 

sewa menyewa dan berakibat pada pemutusan atau peninjauan kembali hubungan 

sewa menyewa tersebut. Akan tetapi, Dinas Kopersi, Penindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag)  Pohuwto memakai jiwa alternative yang sebenarnya 

sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagaimana terlihat 

nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat 

terlihat dimasyarakat khususnya di kabupaten pohuwato. Penyelesaian 

permasalahan akibat hukum dapat diselesaikan dengan dengan cara baik-baik 

tanpa membawa ke jalur litigasi. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh disperindag 

kabpaten pohuwato yaitu dengan cara mengingatkan kepada para pedagang yang 

belum memenuhi kewajibannya, apabila sudah diingatkan namun belum 

mnelaksanakan kewajiban yaitu membayar sewa lapak. Namun, apabila melalui 

peringaatan/soamasi tersebut masih belum ada itikad baik, maka akan di bawa ke 
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kantor dan dipertemukan dengan kepala pasar untuk merundungkan permaslahan 

yang terjadi agar dapat terselesaikan secara damai tanpa melalui jalur hukum. 

Dinas Kopersi, Penindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  selalu 

mencoba untuk dekat dengan para pedagang di pasar buah dan sayur di kabupaten 

pohuwato dikarenakan untuk menjaga hubungan yang baik. Jadi, seketika terjama 

salah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan kebencian 

anatara diperindag dan para pedagnag di Pasra Marisa kabupaten Pohuwato. 

Disisi lain, pemerintah dalam hal ini disperindag sudah 

memepersiapkan peraturan yang dapat dijadikan tindakan yang harus dilakukan 

terhasadap perkara yang sangat meresahkan sebagai solusi terhasadap terjadinya 

suatu permasalahan. Sesuai dalam perda yang berbunyi: 

“dalam hal retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 

dari retribusi yang tergantung atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) .” 

Selain sanksi administrasi diatas, terdapat sanksi pidana juga yang 

dapat menjerat seseorang yang tidak menjalankan amanat yang tertuang dalam 

perda tersebut. Sanksi pidana yang dimaksud berupa: 

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga 

merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau denda paling banyak (4) kali jumlah retribusi yang terutan. 



lxvii 
 

 
 

2. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar pasal 14 ayat (1), 

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp 1,000.00,- (satu juta rupiah). 

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

adalah pelanggaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahsan-pembahsan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios anatar pedagang 

dengan dinas pasar kabupaten pohuwato yaitu pihak pedagnag 

megajukan surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mengajukan surat permohonan kepada bupati pohuwato, 

melengkapi data, 

b. Yaitu mengenai identitas para pihak, 

c. Melampirkan fotocopy KTP, melampirkan nomor pokok wajiba 

pajak serta melampirkan pajak bumi dan bangunan. 

Melanjutkan surat permohonan tersebut diajukan kepada dinas perindustrian 

perdagangan (disperindag) kabupaten pohuwato, setelah itu disperindag 

kabupaten pohuwato membrikan disposisi, apabila surat permohonan diterima, 

maka pihak disperindag kabupaten pohuwato diterima, maka pihak disperindag 

kabupaten pohuwato membrikan surat perjanjian sewa menyewa kios. Apabila 

semua persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka surat perjanjian sewa menyewa 

lapak dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
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2. Kendala yang seringkali dihadapi oleh disperindag dalam melakukan 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yaitu adanya 

penyewa/pedagang yang sulit untuk diminta retribusi atau uang sewa. 

Adanya beberapa pedagang yang tidak mempunyai itikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian 

5.2  Saran  

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapak tersebut. Dinas 

perindustrian dan perdagangan kabupaten pohuwato harus terjun langsung 

kelapagan untuk meninjau kegiatan yang terjadi pada pasar di kabupaten 

pohuwato. Selain itu, dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten 

pohuwato lebih meningkatkan lagi pengawasan pada kegiatan pasar, 

sehingga terwujud ketertiban dan control terhadap para pedagang. 

2. Supaya tidak terjadi persengketaan, para pedagang harus mengikuti 

prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apabila tidak dilaksanakan, 

maka dapat diberikan sanksi yang tegas bagi pedagang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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